BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga
merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang
biak, serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat
manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan
tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh
karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan
kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan
objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda
berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan
hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun
dikembalikan (dikubur) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya
sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan
yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan
yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain

itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat



penguburan.’ Pada garis besarnya masyarakat hukum adat terdapat 2
(dua) jenis Hak Atas Tanah vyaitu Hak Perseorangan dan Hak
Persekutuan Hukum Atas Tanah yang selanjutnya dalam UUPA disebut
sebagai Hak Ulayat.

Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti
yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya di
singkat dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “

dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta

yang berada dibawah air.”

Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai “Hak
Ulayat”, yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat
karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk
menguasai seluruh tanah atau yang disebut “Tanah Ulayat” yang berada
dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi

kelangsungan hidup masyarakat adat.

Didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (UUPA) yang menentukan bahwa:
Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat
dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan

! Soerojo Wingjodipoero, Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat, Alumni, Bandung,
1973, h.237.



kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa
serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 3 UUPA di atas
pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan
eksistensi dan pelaksanaannya.

Dalam UUPA diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan
tanah” , sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang
berbunyi: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta
badan-badan hokum baik dalam badan hukum publik maupun badan
hukum privat”

Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan
bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu
permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang
dan lebar.

Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan salah satu
bidang kajian hukum vyang selalu berkembang seirama dengan
pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya

hukum kontrak adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan

20.

2 A.P.Parlindungan, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, Alumni, Bandung, 1973, h.



dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh
Pemerintah dengan pihak lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah sebagai badan hukum publik, tidak hanya dapat melakukan
perbuatan hukum yang bersifat publik, namun dapat juga melakukan suatu
perbuatan hukum di bidang keperdataan. Apabila pemerintah melakukan
perbuatan hukum di bidang keperdataan, maka pemerintah tunduk pada
ketentuan yang berlaku dalam bidang hukum perdata.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian, yaitu pertama kata sepakat; kedua kecakapan; ketiga hal
tertentu dan keempat suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan
dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu
perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang
membuatnya.®

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, syarat yang
menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian apabila tidak
memenuhi syarat ini maka perjanjian dapat dibatalkan (Venieteg baarheid)
yang artinya untuk batalnya perjanjian tersebut harus dimintakan
pembatalan dari pengadilan. Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif
maka perjanjian akan batal (Nieteg baarheid) artinya perjanjian tersebut
tidak berlaku sejak dibuatnya, perjanjian yang tidak pernah ada perjanjian

antara pihak-pihak tersebut. Pada prinsipnya perjanjian kerja dapat dibuat

® Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta,
2004, h. 1.



secara tertulis maupun lisan namun perjanjian kerja sebaiknya dibuat
secara tertulis, karena perjanjian kerja merupakan sebagai bukti otentik.

Selain itu, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum
kontrak adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (party
autonomy), yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan itu,
meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan isi kontrak,
pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu
lisan atau tertulis.”

Hukum kontrak diatur dalam Buku 11l KUH Perdata, yang terdiri
atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai
dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi dalam
beberapa bagian. Di dalam NBW Negeri Belanda, tempat pengaturan
hukum kontrak dalam Buku IV tentang van Verbintenissen, yang dimulai
dari Pasal 1269 NBW sampai dengan Pasal1901 NBW.

Hal-hal yang diatur didalam Buku 111 KUH Perdata adalah sebagai
berikut :°
1. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUH

Perdata). Hal-hal yang diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal
1312 KUH Perdata, meliputi: sumber perikatan; prestasi; penggantian
biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan; dan

jenis-jenis perikatan.

* Salim H.S, Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah, Sinar Grafika,
Jakarta, 2015, h. 1.
® Ibid, h. 5.



2. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 sampai dengan
Pasal1351 KUH Perdata). Hal-hal yang diatur dalam bab ini meliputi:
ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian; akibat perjanjian,
dan penafsiran perjanjian.

3. Hapusnya perikatan (Pasal 1381 sampai dengan Pasal 1456 KUH
Perdata). Hapusnya perikatan dibedakan menjadi 10 macam, yaitu
karena pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau
kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya
barang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya syarat batal;
kadaluwasa.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas maka penulis
bermaksud untuk meneliti keadaan yang terjadi ditengah masyarakat
hukum adat Yerisiam maka penulis mengambil judul tentang: “Analisis
Hukum Terkait Kontrak Tanah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat

Yerisiam Dan PT. Nabire Baru Di Kabupaten Nabire”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat

Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire ?



2. kendala-kendala apa saja yang dihadapi didalam kontrak tanah adat
antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di
Kabupaten Nabire ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan

penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat
Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak
tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire
Baru di Kabupaten Nabire.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka
manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan
sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat hukum
adat yang ada di Kabupaten Nabire terkait kontrak tanah adat.

2. Manfaat praktis dari penulisan ini, diharapkan menjadi bahan praktis
yang berguna untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi
didalam kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam

dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire.



E. Tinjauan Pustaka

Tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang
Maha Esa (Pasal 1 ayat 2 UUPA), diartikan sama dengan ruang pada saat
menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan air dibawahnya
dan ruang angkasa diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas
menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sesuai Pasal 4 UUPA dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai
dari Negara. ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis
adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas
sebagian tertentu. permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan

ukuran panjang dan lebar dan dapat dihaki.

Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara
dipergunakan apa yang disebut asas accessie atau asas perlekatan. Makna
asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-
benda/tanaman yang terdapat diatasnya merupakan satu kesatuan dengan
tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan
demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan

bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau



ada kesepakatan lain dengan pihak lain. (kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Pasal 500 dan 571).°

Dengan demikian makna yang dipunyai dengan hak atas tanah itu
adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi
wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas
hingga meliputi juga penggunaan “sebagian tubuh bumi yang ada di bawah

tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya”

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan
kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. la hanya
diperbolehkan menggunakannya. Dan itu pun ada batasnya seperti yang
dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2 dengan kata-kata : sekedar diperlukan
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini (UUPA) dan peraturan-

peraturan lain yang lebih tinggi.

Sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi
berapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan
penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis
kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Didalam
istilah “masyarakat hukum adat” dan ‘“masyarakat adat” tersebar

penyebutan dan penggunaannya dalam berbagai produk hukum perundang-

¢ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan
Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, h 8.
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undangan di Indonesia. Namun pada tahun-tahun belakangan ini,
menunjukkan istilah “masyarakat adat” semakin populer dan realistic
penggunaannya dalam produk hukum perundang-undangan di Indonesia.
Sementara itu, penggunaan istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat
adat” digunakan dan tersebar penggunaan kedua istilah tersebut dalam
ketentuan yang sama secara bersamaan. Selain istilah “masyarakat hukum
adat dan masyarakat adat”, juga digunakan istilah “Komunitas Adat
Terpencil” dikenal dan telah diatur dalam produk hukum perundang-

undangan di Indonesia.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul
secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau
diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya,
dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat
sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber

kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.’

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia
yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu
masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut
tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan
aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup
dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu

komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

" 1bid, h. 72.



11

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu
contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan
overeenscomstrecht. Menurut Michael D. Bayles,® mengartikan contract of
law atau hukum kontrak adalah might then be taken to be the law
pertaining to enporcement of promise or agreement. Artinya, hukum
kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari
dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun
Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan
kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam
penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak

akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat
sering dilakukan didalam masyarakat. Karena mayoritas seluruh
kegiatan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Setelah
melakukan perjanjian secara langsung maupun tidak langsung
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan
dikehendaki ataupun tidak perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak

yang telah bersepakat.

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan,

pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan

8 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, 2003, h. 3.
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hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status
kepemilikan.? Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum
adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang
dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah
menjadi masalah yang lebih kompleks.”® Acapkali mendapatkan atau
menemukan masalah, maka saat itu juga diselesaikan, baik diselesaikan
sendiri-sendiri para pihak yang bersengketa secara damai maupun melalui

perantaraan kepala lembaga adat setempat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.selanjutnya memberikan pengertian

sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “Hak ulayat yang serupa untuk
masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut hak ulayat) adalah
kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup untuk
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam
wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang
timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan
tidak putus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang
bersangkutan.”

b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Tanah ulayat adalah bidang tanah
yang diatasnya terdapat hak dari suatu masyarakat hukum adat
tertentu”.

c. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa: ”Masyakarat adat adalah warga
masyarakat asli papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta
tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara
para anggotanya.”

®Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, Problematika
Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, Law Reform 14,
No. 2, 2018, h. 205.

1ORiska Fitriani, Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di
Kabupaten Siak, Jurnal llmu Hukum Riau 3, No. 01, 2012, h.1.
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d. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: “Hak ulayat adalah hak persetujuan
yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah
merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk
manfaatkan tanah,hutan, dan air serta isi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nabire khususnya pada
masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru dikarenakan
penulis juga mempunyai keluarga dari Kabupaten Nabire maka dengan
mudah untuk mengambil data berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti oleh penulis.
2. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empiris,
yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-
undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-
bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis
empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

nyata.'!

1 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1994, h.22.
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3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data primer
sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang

merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau
fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian baik dengan
observasi maupun wawancara terhadap responden yang diteliti
berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis
di atas.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan
hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau
berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif
Penyelesian Sengketa dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

c. Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk/penjelasan
bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.*?

12 Ipid, h.13.
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4. Populasi dan Sampel

a) Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti
dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.®®

b) Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, dimana
merupakan sebagian dari keseluruhan objek dengan ciri dan
karakteristik tertentu.** Penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling (sampel bertujuan). Disebut Purposive
karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau
dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, dan
karena peneliti merasa sampel yang diambil berdasarkan orang
yang paling mengetahui tentang masalah yang akan di teliti oleh

peneliti.
5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal terkait
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan
langsung kepada subjek dan objek penelitian. Observasi adalah jenis
pengumpulan data yang meneliti suatu permasalahan yang terjadi

yang berguna untuk bahan analisis.

13 Zuriah Nuzul, Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, PT Bumi
Aksara, Jakarta, 2009, h 116.
“ Ibid
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c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk
mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu

pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat
ditentukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis.
Kemudian data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan, dan
dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu
diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan ataupun
dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu permasalahan.
Pengelolaan data dilakukan dengan cara editing, yaitu penyusunan
kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian hal-hal yang
relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya
dilakukan pengelompokan data secara sistematis. Analisis data yang
ditempuh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan

menggunakan metode penguraian deskriptif analisis.



